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ABSTRAK

Penegakan Hukum Timndak Pidana Melakukan Penganiayaan Di Muka Umum
(Studi D1 Wilavah Hukum Polres Kepahiang). Fakultas Ilmu Hukum,
Universitas Muhammadivah Bengkulu.

Oleh :
Refno Kusuma Hardianto.

Tindak pidana penganiavaan di muka umum merupakan salah satu bentuk
kejahatan terhadap tubuh vang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik
dan psikis, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.
Penganiayaan vang dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik
menimbulkan efek psikologis tidak hanva bagi korban, tetapi juga bagi
masyarakat vang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Perbuatan 1ni diatur
dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), vang mengancam pelaku dengan pidana penjara, tergantung pada tingkat
luka dan akibat vang ditimbulkan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di
muka umum vang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Polres
Eepahiang, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala vang dihadapi dalam
proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian in1 menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan
kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan melalun wawancara, studi
kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-
kualitatif untuk mendapatkan gambaran objektif tentang penerapan hukum pidana
terhadap pelaku penganiavaan di muka umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah
hukum Polres Kepahiang telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai
prosedur, mulai dan tahap laporan, penvelidikan, penvidikan. hingga pelimpahan
perkara ke kejaksaan Namun demikian, masth ditemukan beberapa kendala
sepertt kurangnya partisipasi masvarakat dalam memberikan kesaksian
terbatasnya alat bukti, serta adanya intervensi dar pihak luar. Kendala tersebut
dapat memperlambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektivitasnya.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sinergi
antar institusi penegak hukum untuk menciptakan proses penegakan hukum yang
lebih optimal

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Muka Umum, KUHP, Polres
Eepahiang.
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ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF PUBLIC
ASSAULT
(A STUDY IN THE JURISDICTION OF KEPAHIANG POLICE RESORT)

By:
Refno Kusuma Hardianto

The criminal act of assault in a public setting is a form of bodily crime that not
only causes physical and psychological harm to the victim but also generates
social unrest within the community. Assault committed openly in front of the
public creates a psychological impact not only on the victim but also on those who
directly witness the incident. This offense is regulated under Article 351
paragraph (1) in conjunction with Article 170 of the Indonesian Criminal Code
(KUHP), which imposes imprisonment on the perpetrator, depending on the
degree of injury and consequences caused. This study aims to examine the process
of law enforcement against public assault by law enforcement officials within the
jurisdiction of the Kepahiang Police Resort and to identify the challenges
encountered in the enforcement process. The research adopts an empirical
juridical method with a qualitative approach. Data were collected through
interviews, literature review, and documentation. The collected data were then
analyzed descriptively and qualitatively to provide an objective picture of how
criminal law is applied to perpetrators of public assault. The results show that law
enforcement officers in the Kepahiang Police jurisdiction have carried out legal
proceedings in accordance with standard procedures, starting from the complaint
stage, investigation, inquiry, to the handover of the case to the prosecutor's office.
However, several challenges remain, including limited public participation in
providing witness testimony, lack of evidence, and external interference. These
obstacles may hinder the pace and effectiveness of law enforcement. Therefore, it
is necessary to enhance public legal awareness and strengthen institutional
synergy among law enforcement bodies 1o ensure a more optimal enforcement

Process.

Keywords: Law Enforcement, Assault, Public Setting, Criminal Code (KUHP),
and Kepahiang Police Resort.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung
tinggi supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Salah satu bentuk nyata dan supremasi hukum tersebut adalah penegakan hukum
terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindak
pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang
merugikan tidak hanya korban secara fisik dan psikis, tetap: juga menciptakan
keresahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Penganiayaan di muka umum merupakan salah satu bentuk tindak
pidana vang tidak hanva melukai korban secara langsung, namun juga memaliki
efek psikologis dan sosial terhadap masvarakat luas. Ketika penganiayaan
dilakukan secara terbuka di hadapan umum, tindakan tersebut tidak hanya
mencoreng martabat korban, tetapt juga melecehkan otontas hukum,
menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, serta melemahkan kepercavaan
publik terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum.

Selain 1tu, faktor-faktor sosial budaya juga turut memengarulu
maraknya pengamavaan di muka umum. Dalam masyarakat vang masih kental

dengan budaya kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik, tindakan



pengamniayaan sering kali dianggap wajar dan tidak perlu diselesaikan melalui jalur
hukum. Fenomena ini tentu bertentangan dengan semangat supremasi hukum
vang mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang adil
dan berkeadaban. Oleh karena i1tu, peran aktif aparat penegak hukum serta
partisipasi masyarakat dalam mendukung proses hukum sangat diperlukan agar
tindak pidana pengamavaan dapat ditekan dan diselesaikan secara adil.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengamiavaan merupakan
salah satu delik vang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Pasal
351 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana pengamiavaan secara umum,
sedangkan Pasal 170 KUHP secara khusus mengatur tentang tindak pidana
kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama di
muka umum. Penegakan hukum terhadap tindakan seperti im memjadi sangat
penting karena menvangkut upava untuk menegakkan keadilan, menimbulkan
efek jera, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

Eejadian penganiayaan di muka umum masth sering terjadi di berbagai
daerah di Indonesia, termasuk di wilavah hukum Polres Kepahiang, Provinsi
Bengkulu. Berdasarkan sejumlah laporan dari aparat kepolisian dan media lokal,
wilayah 1 tidak luput dan berbagai kasus tindak pidana pengamavaan, baik yang
dilakukan secara individual maupun berkelompok, vang terjadi di tempat umum
dan sering kali disaksikan oleh masyarakat Tindakan tersebut bisa terjadi karena

berbagai motif, mulai dan perkelahian antarpemuda, konflik pribadi, perselisthan



antarwarga, hingga akibat dan masalah sosial seperti miras, geng motor, dan
provokasi massa.

Polres Kepahiang sebagai lembaga penegak hukum di daerah memailiki
peran strategis dalam menanggulang: dan menangam kasus-kasus pengamiavaan di
muka umum. Aparat kepolisian tidak hanya bertugas untuk melakukan
penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga memiliki kewenangan
untuk melakukan penyelidikan, penvidikan, serta mengawal proses hukum hingga
ke tahap pengadilan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengamavaan di
muka umum diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban, dan
memmbulkan efek jera bagi pelaku, serta memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap sistem hukum yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap kasus
pengamniayaan di muka umum tidak selalu bepalan dengan optimal Terdapat
berbagai kendala vang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menuntaskan
kasus-kasus imi, seperti kurangnva bukti vang cukup, tidak adanva saksi yang
bersedia memberikan keterangan, perlindungan terhadap saksi dan korban yang
belum maksimal serta adanya tekanan sosial dan budava yang menghambat
proses hukum. Selain itu, ketidaktegasan dalam menjatuhkan sanksi pidana, serta
adanya praktik kompromi di luar proses hukum (seperti perdamaian non-formal
antara pelaku dan korban), memadi tantangan tersendin dalam penegakan hukum
vang berkeadilan

D1 Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, tindak pidana

penganiayaan di muka umum masth sering terjadi dan menjadi perhatian aparat



penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang.
Berdasarkan data dari Polres Kepahiang dalam beberapa tahun terakhir, terdapat
peningkatan jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan secara terang-terangan,
baik yang terjadi karena pertikatan antar individu, perkelalian kelompok, hingga
kekerasan dalam rumah tangga vang dilakukan di hadapan khalayak. Situasi i
menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masth tergolong rendah, dan
upava penegakan hukum perlu ditingkatkan secara maksimal.

Fenomena ini mencerminkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma
hukum dengan pelaksanaannya di lapangan Oleh karena itu, diperlukan kajian
akademik vang komprehensif untuk menelaah bagaimana penegakan hukum
terhadap tindak pidana pengamiavaan di muka umum di wilayah hukum Polres
Eepahiang, sejauh mana efektivitasnya, serta apa saja kendala vang dihadapi oleh
aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan keadilan dalam kasus-kasus
tersebut. Kajian imi penting sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam upaya
perbaikan sistem peradilan pidana serta penguatan lembaga penegak hukum di
daerah.

Dari sudut pandang sosiologis, tindakan penganiayaan di muka umum
dapat mencerminkan kondisi sosial masvarakat yvang rapuh, di mana nilai-milai
toleransi, kedamaian, dan penegakan hukum belum sepenuhnya mengakar kuat.
KEetika kekerasan memjadi alternatif utama dalam menyelesaikan konflik, maka
dapat dikatakan bahwa masvarakat sedang mengalami krisis nilai dan norma. Oleh
karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengamiayaan harus

dibarengi dengan pendekatan kultural dan edukatif vang dapat menventuh akar



permasalahan sosial masvarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum di tingkat
akar mumput, memiliki posisi vang strategis dalam melakukan pendekatan
persuasif dan preventif, di samping penindakan secara represif terthadap pelaku
tindak pidana.

Lebith jauh lagi, dalam konteks perundang-undangan nasional,
Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum intemasional yang
mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk
hidup dan bebas dan penyiksaan atau perlakuan vang kejam, tidak manusiawi, dan
merendahkan martabat Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan di muka
umum sejatinya tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional,
tetapt juga mencederai komitmen Indonesia terhadap hukum internasional
Penegakan hukum dalam kasus i1 menjadi penting untuk menunjukkan bahwa
negara hadir dalam melindung: setiap warganva dan tindak kekerasan yang
merendahkan nilai-nilai kemanusiaan

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, penganiayaan di muka umum
harus dipandang sebagai tindak pidana sermus vang memerlukan respons hukum
vang tegas dan berkeadilan Penegakan hukum vang konsisten dan transparan
merupakan salah satu indikator utama dan keberhasilan sistem hukum pidana
Eetika pelaku kekerasan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya dan korban
mendapatkan perlindungan serta keadilan, maka masvarakat akan merasa aman
dan terlindungi oleh hukum.

Penegakan hukum atas tindak pidana pengamiayaan di muka uvmum di

wilayah hukum Polres Kepahiang memjadi 1su vang menarik dan relevan untuk



dikaj1, karena mencerminkan dinamika penegakan hukum di tingkat lokal serta
menjadi cerminan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian i juga
penting untuk melihat sejauh mana aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi
dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
serta bagaimana respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum tersebut.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi secara mendalam
bagaimana bentuk penegakan hukum vang dilakukan oleh Polres Kepaliang
terhadap tindak pidana pengamiayaan di muka umum, apa saja kendala vang
mereka hadapi, serta bagaimana seharusnya strategi vang efektf dalam
menanggulang: kasus-kasus serupa di masa yvang akan datang. Penelitian i juga
diharapkan dapat memberikan kontribusi 1lmiah dan praktis bagi pengembangan
ilmu hukum pidana, serta menjadi masukan bagi instansi penegak hukum dalam
memperkuat sistem peradilan pidana vang responsif dan berornientasi pada
keadilan

Dengan demikian, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, aparat
penegak hukum, lembaga legislatif, orgamisasi masyarakat sipil, maupun
masyarakat umum untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan
lingkungan sosial vang bebas dari kekerasan Penganiayaan di muka umum tidak
dapat dibiarkan menjadi kebiasaan vang ditoleransi, melainkan harus dilawan
melalui sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pendidikan hukum yang
menyeluruh kepada masyarakat.

Atas dasar uralan di  atas, penulis tertank untuk mengangkat

permasalahan in1 ke dalam sebuah penelitian 1lmiah dengan judul “PENEGAEKAN



HUKUM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI MUEKA

UMUM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPAHIANG)™

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi

kerancuan dalam proposal in1, maka penulis membatasi permasalahannva dengan

rumusan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiavaan di muka
umum di wilayah hukum Polres Kepahiang?

Faktor-faktor apa saja vang memengaruhi penegakan hukum tindak pidana
penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang?
Bagaimana upaya vang dilakukan oleh polres kepahiang dalam

menanggulang: tindak pidana penganiayaan di muka uvmum?

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis atau praktis.

1)

2)

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan pada uvmumnya maupun kepada
pengembangan teort 1lmu Hukum pada khususnya.

Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis

bagi kepentingan pembangunan Bangsa dan Negara.



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa vang hendak

dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan

vang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian vang dilakukan dalam penelitian 1m

adalah :

4.1 Tuuan Obvektif :

a.

Untuk mengetahm dan menganalisis penegakan hukum terhadap
tindak pidana penganiavaan di muka umum di wilayah hukum Polres
Eepahiang.

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  faktor-faktor vang
memengaruhi penegakan hukum tindak pidana penganiavaan di muka
umum di wilayah hukum Polres Kepahiang.

Untuk mengetahui upaya vang dilakukan oleh polres kepahiang dalam

menanggulangi tindak pidana penganiavaan di muka umum.

4.2 Tujuan Subjektif:

a

Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun
proposal skripsi untuk memenuhi persvaratan tugas mata kuliah
metode penelitian Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadivah Bengkulu.

Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
praktek lapangan hukum.

Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.



